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N2 ANTARA
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NOMOR : PKS/ 4 /11 /2023

TENTANG
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= PERJANJIAN KERJA SAMA

RS ANTARA

:;: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

N DENGAN S
D KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS 2
=N -
™ NOMOR : 107/PR.08-PKS/3302/2023 &
::: NOMOR : PKS/ 4/11/2023 ‘
N o
N TENTANG =
5 %
:.. SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM =2
j‘: PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK =
e TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS =
&% Pada hari ini, Jum'at tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh X3
&X Tiga (10-02-2023) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini: X
:': g;
:'ﬁ 1. H. IMAM ARIF SETIADI, M.Si. selaku KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM \'
¥ KABUPATEN BANYUMAS, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama g
N KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS, vyang =
N= berkedudukan di Jalan HM. Bahrun, Kelurahan Berkoh, Kecamatan =X
N Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK =%
o PERTAMA. -5

. 32 2 KOMISARIS BESAR POLIS| EDY SURANTA SITEPU, S.IK, M.H. selaku @&

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS, dalam hal ini bertindak o8
untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS, &
berkedudukan di Jalan Letiend. Pol. R. Soemarto Nomor 100 Purwokerto, =
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara o
Republik Indonesia Nomor: KEP/1906/X11/2021 tanggal 17 Desember 2021
tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan
Polri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
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2 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan g
3 cecara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal g

a7 Afﬂ ~

v s |¥

PERTAMA adalah lembaga penyelenggara Pemilinan Umum £
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas g¢

emilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil g8
 Wakil Bupati di Kabupaten Banyumas. <
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s\ b bahwa PIHAK KEDUA adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di %
N wilayah Kabupaten Banyumas yang berada di bawah Kapolda Jawa Tengah @&
™ yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan "?
:_b~ dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, =%
N pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 5%
;.:. terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Banyumas. LZJ
&\ Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: /:,
": 1. Undarjg-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang %3
) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik X3
0 Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168): R
R i
NG 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan oX
= (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan f—f:?
:.‘_;: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); s
::;:J 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan L/?
2% Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang =2
}‘; Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang g%
N= (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan =%
N Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, =7
R= terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan &2
SN Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 &2
= tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 &
A tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang o
e Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota &
Mo menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun &&
o 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor X
X 6547); X
sx 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 5’
N Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan g&
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah L-‘/'j
e diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 ng
e Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 2X
;‘; tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun X
3= 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832); oN
2% 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang "Z;
E o5 Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara o

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 S
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910); 2X

- 8X 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun &%

S
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&S 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik J
&R Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971), g
b 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 *

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resor dan &
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;:f 8. Peraturan Komiei

N> ol misi Pemilih

o Kom!s_' Pemilihan UmumanKumum Nomp Uty te.ntang Tata Kerja

o Pemilihan Umum Kaby t omisi Permlihan Umum Provinsi, dan Komisi

;ﬁ{ 2019 Nomor 320) seb Paten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

Q> Peraturan Komisi p agaimana telah beberapa kali diubah, terakhir den an

D Keempat atas Pl emilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peruba?\an

N tentang Tata Ke‘ralturan -Kpmisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

A\ Provinsi, dan Ki?ra:isiK%n;i"|'§emi{iJhan Umum, Komisi Pemilihan Umum |
e Yy mnan m 1

':': Republik Indonesia Tahun 2022 Nomol:rSB‘:()'abupateanma (Frka Nogarn' 1 50
e '

= o P i Pemil "
u Fsr‘;zt:ifaguKomlm Pemullhan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas é
N Pemilir;an SJnan Organnsasg dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komis'i é
2 St mum, Sekr_etanat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
N Jeroen ﬂ:e rl:?mlsn P;gahhan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dirubah
NN : uran Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara R [
QD Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236). ( ’ Thd
) 3 - %
3 10. :erajuran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan i
‘ an Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. %
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Nota Kesepaha_man antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian &
Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: &
NK/50/X11/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergisitas =3

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum &%
dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. -

)
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Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian &=
Kerja Sama ini dalam rangka Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam XS
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di §&
Wilayah Kabupaten Banyumas, dengan menyatakan beberapa hal sebagai 2
berikut: <

BAB | 77,
KETENTUAN UMUM =X
Pasal 1 o

o 4
o

¢

&
2
A

s N2 NS

5 rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan X7

7% umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik o

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan: X
%% 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan - X8

i i i i k memilih anggota @&
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presnc!en, dan untu %
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsungd. gs

R . N sar Negara £X
-2 Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Da R 2,
2 Republik Indonesia Tahun 1945.  lendonik 59
88 5 Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bﬁ;‘g S 82
8% ' maupun non elektronik yang dapat dikembangkan ganchans 2. B2
;R L _
3. Informasi ... g9
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g':’ 3. Inf ; L‘/n
oy 3 [Informasiada| NS
N penjelasan yaigk:;%gngﬁiwptefg)éataa"/Qagasan yang mengandung nilaidan §8
e ; at, didengar, dan dibaca yang disaiik =
g elektronik maupun non elektronik e L:n
sX 4. Pengamana . K>
N di|al?uk N adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan indakan yan e
SN an secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang d g o8
a8 mengganggu kelancaran kegi ' yang capat g8
g Umum dan Pemilihan egiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan o
1:27 Barimes. erentak Tahun 2024 khususnya di Wilayah Kabupaten Z;
N= o
f‘#’f’ S. E:gsgak?n hukum adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau o
¢ B gsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam g%
L:a;-v I ldupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang o
e ! arapka}p dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum X
2 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. :_;;
g .
2. 22
o 2R
(74 20
SN BAB II xS
4 w7
X= MAKSUD DAN TUJUAN 3%
N Pasal 2 &
Q= (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA oK
F;‘::‘ PIHAK guna mewujudkan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam &2
BN penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lﬁ,
Wilayah Kabupaten Banyumas. RS

s

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kerja sama yang ‘-,:7
terpadu dan berkesinambungan serta sinergisitas pelaksanaan tugas dan £x

fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak r.;n

Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Banyumas. %

vlv /s
& (-77)
e BAB Il %S
>3 RUANG LINGKUP %2
o Pasal 3 2%
i ok
&X Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: r_;’f:
| 24, . . -’,
i 88 a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; 2:
. o3 2
. 29 b. bantuan pengamanan; 77
% 5
%2 c. penegakan hukum; %
‘0_ ./s'
2% d. perumusan peraturan teknis; ‘“f
e o s
98 o peningkatan kapasitas dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia; A
* '
~ 85
2% f. pemanfaatan sarana dan prasarana, serta o
Qs bidang lain yang disepakati. %
f BABIV.... §&
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= PELAKSANAAN R

NG Por Bagian Kesatu Qo

o u o)

¥ aran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi b

N Pasal 4 \>

&% (1) PARA PIHA : A%

¥ ( foriasi se;radatgfttu I_s,almg bertukar dan memanfaatan data dan/atau ¢

Ve Shoiine. Dot IS dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna A¥

2 b sanaan. ATugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan X%

:._: el mum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten %

. (2) Pertukaran dan.pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud '

-5 pada ayat (1) dilakukan dengan manual maupun elektronik, meliputi: "

% a. data dan/atau informasi berkaitan dengan: 2

N 1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; o8

, o 2. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; o
: I.: 3. penetapan peserta pemilu; .
| > 4. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; X
l N 5. pencalonan Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, .';".;
o DPRD Kab; %

. 6. masa kampanye pemilu; XY

N 7. masa tenang, >

3 8. pemungutan dan penghitungan suara; \e

% 9. rekapitulasi hasil penghitungan suara; :'_:

N 10. penetapan hasil pemilu; dan 17
- 11. perselisihan hasil pemilu. o
- b. data dan/atau informasi lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan 5K
N PARA PIHAK guna mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum dan ;.;
% Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Banyumas yang S
&S aman dan kondusif. o
L 1'?:. iib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, :.:
& @) ::WRA kaPleAKm vmllttjas dat:g ?:Ian?atau informasi sesuai dengan ketentuan g
& peraturan perundangan yang beriaku serta tidak dapal diberikan kepada B¢
- PIHAK lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK. o
28 Bagian Kedua 2
|2 Bantuan Pengamanan "o
Pasal 5 -

s
L R

Dipindai dengan CamScanner
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2y RRERIRIRERS O S SO ORER
g penyelenggaraan Pemiliha =,
=3 n Umum e o)
%  Wilayah Kabupaten Banyumas, dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di &
Vo) T
gd (2) Bantuan pengamanan tertuty i o
24 HIH - Se " e
oS fungsi intelijen PIHAK KEDL?A n:’;gf'mf i pada ayat (1) dilaksanakan oleh £
o8 dan penggalangan. Ui kegiatan penyelidikan, pengamanan ¢
@2 (3) Pengamanan terhadap kegiata . : o8
oD persiapan, pelaksanaan ﬁinggr;psg: setiap tahapan mulai dari perencanaan, £X
>3 Pemilihan Serentak Tahun Py d.sawya rangkaian Pemilihan Umum dan &g
7 bt I Wilayah Kabupaten Banyumas yang h;:;
; a. kegiatan; =2
4 b. orang; =2
) T " 20
o c. logistik pemilu (dokumen baik fisik maupun elektronik serta logistik %o
“ lainnya); dan 2
X d. saranadan prasarana. o
0 (4) Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh RS
=% PIHAK KEDUA melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan K2
X patroli. <
‘ (5) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan X

dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti %
secara tertulis ditujukan kepada Kapolresta Banyumas. "o

""""" Bagian Ketiga N
Penegakan Hukum B
o Pasal 6 R

:._,: (1) PIHAK PERTAMA dapat melaporkan dugaan tindak pidana d! _|uar tindak &€
3% pidana pemilihan umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum @&
c dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Banyumas kepada ga
PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan. =2

i i [ [ i ilihan umum g%
¥¢ (2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilinz
¥ @ dimaks'ud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan g&
: penyidikan oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan. -

hukum pada tahap g9
59 (3) PIHAK PERTAMA mendukung proses penegakan %o
S e penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan PIHAK KEDUA. 7

NS - ./.
S8 Bagian Keempat g
2 Perumusan Peraturan Teknis o
2 (2
% Pasal 7 5

|

[ b
=

i

ARA i inasi j dalam rangka
, ‘ sepakat saling berkoordinasi dan kerja sama

serumuzlam:n pe':Iyusunan peraturan teers sert: mg\b:_gﬁ:ﬂpg:?:ﬁ;}( r}t;t:‘uun;
b i n raan Pemilihan Umum dan Fem! ' )
3 ;eorlzt:nd?evr&q:;age Kaygtlle;agtg: Banyumas, yang dilaksanakan dan melibatkan fungsi
SX hukum PARA PIHAK.
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S Bagian Kelima
eningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Paragraf 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pasal 8

S g
7
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'3 V3 7 9 i3 75 93

. 7
g (! PP;E:\ mHﬁ:ijmelaks?nak?n peningkatan kapasitas sumber daya manusia g8
Ay endukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam g&

penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemil . B
Wilayah Kabupaten Banyumas. ilihan Serentak Tahun 2024 di &%

s
v 4

&

(2)

2 IS U IS IS 4 Y
2 e

NSNS

Peningkagan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Z
ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel PARA PIHAK.

I 2 AN
'b\.l ¥
w
S

)

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat berupa kegiatan R

pendidikgn, sosialisasi, diskusi kelompok terumpun (Focus Group Discusion) X2
atau kegiatan lain yang disepakati.
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Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia %5
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Pasal 9 (=77

41 » 4| v 4] ¥ 4
4
’

(1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka
\ sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Banyumas, &
yang diberikan dalam bentuk penugasan khusus (Liaisson OfﬁcerlLO_). g
pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lain <>
yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- o
undangan.
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Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) &3
3. dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat %
X 2
o yang berwenang.

2 N2 I8 ¢ N 2
1

' Bagian Keenam ;;
¥ Pemanfaatan Sarana dan Prasarana 2%
- Pasal 10

a v

o\

B dimiliki dalam
@3 PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang £
&% rangka s:nHeArgisitaps pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan
% Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Banyumas
22 dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
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B Bid : (D)
Vo7 ang Lain yang Disepakati g
N 3
o Pasal 11 RS
V2 7% P
1\ N !;,?
a 32

&2 PARA PIH -

3 tPe‘:canturrll ;\a';;n?arﬂaat mlt_elaksanakap kegiatan lain yang disepakati yang tidak £%
8 e anora tidak bng Ingkup Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang syarat dan
Y ak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta X0

:~ sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. o
QA BAB V
SOSIALISASI
oo Pasal 12
o8 (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara
2 bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan
dilaksanakan dengan baik.
'v (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

| * a. PIHAK PERTAMA dan jajarannya;
< b. PIHAK KEDUA dan jajarannya.
Y BAB VI

& PENANGGUNG JAWAB

> Pasal 13
‘ (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk
5 pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
ol masing.

(2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: .
PIHAK PERTAMA menunjuk Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas; &
dan -
b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Bagian Operasi Polres Kota

Banyumas, terkait pelibatan personel dalam rangkaian pengamanan -
Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah g
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BAB VI
MONITORING DAN EVALUAS| %

Pasal 14 K

s
(1) PARA PIHAK sepakat melaky

i kan monitoring dan evaluasi atas pelak X%
Perjanjian Kerja Sama melalui pertemua e

PR v N secara berkal K>
koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan. D IR

Dalam hal ditemukan permasalahan i i =
. yang harus segera diselesaikan oleh &
PARA PIHAK dapat dilakukan pertemuan secara insidental.
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BAB VIII z
PEMBIAYAAN s

v/."
Pasal 15 Y
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

% ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai
§ peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 16

*

' - Adendum
! 0"

¢ [N 2 I8 0

2,

. - e - . _ m

1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, 3
e i akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang dibuat secara ﬁ;’?
tertulis dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan &g

bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama L_Z“
ini.

.75 (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan J
N atas persetujuan PARA PIHAK.
Bagian Kedua L

Perbedaan Penafsiran , :

HAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau %

an yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini g%
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L,/f Masa Berlaky e
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% Pasal 18 N
% 5
N janjian Ker;j ' 2\

(1) Perjanj ja Sama berlaku/terhltun.g sejak tanggal ditandatanganinya oleh &

Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak T '

n S ahun 2024 (sampai den <
Desember 2027), serta dapat diakhiri, diperbaharui, atau c(iiperganjanggsaer;uzfi ;
dengan kebutuhan berdasarkan evaluasj dan kesepakatan PARA PIHAK. =5

Apabila Perjanjian Kerja Sama diperbaharui atau di ' cd

i ' perpanjang maka atas g
persetujuan PARA PIHAK dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) &
bulan sebelum masa berlaku berakhir. o8

P_erjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana g&
dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri &
memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling &%
lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri. o
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Bagian Keempat 82
Keadaan Kahar L;?
Pasal 19 ot

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan_ atau -3
keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjlgn .27
Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar &
dari PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut %%
keadaan kahar. 57

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian- 5%
kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK, termasuk 8
namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa %2
bumi, angin, banijir, tanah longsor, petir, gunung meletus, kebakaran, huru- R2

hara, terorisme, *

sabotase, embargo dan pemogokan masal, perang yang dinyatakan oleh

terial dapat X
pemerint berwenang, yang secara langsung dan ma (COPItaS
mempemnggruyl‘?:npeg laksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian 5

S ey beritahukan PIHAK B3
P lami keadaan kahar harus meml u PIH 27
lallir.::ylg sf;gra T::r? Zalam waktu 24 (dua puluh empat) jam gejak‘tenfdlr:)ya: X
. keadaan kahar dan diikuti dengan pemberitahuan sewga te;::lt?er:jaal:jr;gd:nmg a:; %
T i kerja sej daan kahar terse . 28
- 14 (empat belas) hari kerja sejak kea st e
fai i terangan resmi dari PIHAK yang Jt %
: b:akt;r:rﬁuaiean ataﬂl telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar
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AR R R O
11
§2 5) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah s e
> (5) dari keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanji :':U :LH:KSsebagal_aigbat
3 menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya. fla Sama ini tidak
83 5) Dalam Keadaan Kahar tersebut PARA PIHAK membuat
Ne { Terpadu untuk penanganan situasi kontijensi dengan metodséatr(:\:?wajrel:gas
,' emergency respon, prosedur darurat, dan evakuasi sampai na-coveryl guﬁg
N terselenggara dan lancarnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun
= 2024 di Wilayah Kabupaten Banyumas.
BAB X
PENUTUP
Pasal 20
Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun,
&% dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat
<% dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing memperolehnya dan
X mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.
88 Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja dan iktikad baik,
%4 untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
i PIHAK PERTAMA,
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